
 

 
 

 
 
 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

 

 
 

SURAT EDARAN 
NOMOR SE-1/KN/2022 

 
TENTANG 

 
PENGGUNAAN FITUR PEREKAMAN BILLING PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN ASET NEGARA 
 

 
 

A.  Umum 
 

Dalam rangka terciptanya ketertiban pembayaran setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yang akuntabel, transparan, dan efektif dalam pengelolaan BMN yang dilakukan oleh 

seluruh satuan kerja (satker) Kementerian/Lembaga (K/L) melalui modul Pengawasan dan 

Pengendalian  BMN  (WASDAL),  diperlukan  pedoman  penggunaan  fitur  perekaman  billing 

pada aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN). 
 

 

B.  Maksud dan Tujuan 
 

Surat Edaran ini dimaksudkan agar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN)/Direktorat 

Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) melaksanakan fungsi bimbingan teknis dan supervisi, 

pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada seluruh satker di wilayah kerjanya untuk 

menggunakan   fitur   perekaman   billing   pada   aplikasi   SIMAN   modul   WASDAL   dalam 

melakukan penyetoran PNBP yang berasal dari Pengelolaan BMN. Surat Edaran ini juga 

bertujuan  guna  terciptanya  perbaikan  tata  kelola  PNBP  dari  pengelolaan  BMN  serta 

terjadinya peningkatan fungsi pembinaan Kanwil DJKN kepada KPKNL dalam wilayah kerjanya. 
 

 

C.  Ruang Lingkup 
 

1. Seluruh kegiatan Pengelolaan BMN baik yang dilakukan oleh Pengelola Barang maupun 

yang dilakukan oleh Pengguna Barang. 

2. Pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  pengelolaan  BMN  yang  dilakukan  oleh  Pengelola 

Barang kepada seluruh satker K/L di wilayah kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2017 tentang Pedoman Pembinaan 

Pengelolaan Barang Milik Negara. 
 

 

D.  Dasar Hukum 
 

1. Peraturan  Pemerintah   Nomor  27  Tahun  2014   tentang   Pengelolaan   Barang   Milik 

Negara/Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
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2. Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor   207/PMK.06/2021   tentang   Pengawasan   dan 

Pengendalian Barang Milik Negara; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan 

Barang Milik Negara; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan 

Barang Milik Negara; 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik 

Negara; 

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemanfaatan Barang Milik Negara; 

7. Peraturan  Direktur  Jenderal  Kekayaan  Negara  Nomor  1/KN/2017  tentang  Pedoman 

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Negara. 
 
 

E.  Ketentuan 
 

1. Kepala KPKNL/Kanwil DJKN/Direktur PKN dalam melaksanakan bimbangan teknis 

dan supervisi di bidang BMN harus membina satker untuk menyetor PNBP 

menggunakan modul WASDAL fitur perekaman billing pada aplikasi SIMAN. 

2. Kepala   KPKNL/Kanwil   DJKN/Direktur   PKN   agar   mencantumkan   akun   PNBP   dari 

pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan 

persetujuan Pengelolaan BMN. 

3. Bimbingan teknis dan supervisi Pengelolaan BMN oleh Kepala KPKNL/Kepala Kanwil 

DJKN/Direktur PKN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Menugaskan  pejabat  dan/atau  pegawai  pada  KPKNL/Kanwil  DJKN/Direktorat  PKN 

untuk  melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis  penggunaan  fitur  perekaman 

billing pada aplikasi SIMAN modul WASDAL kepada satker K/L dan Pengguna Barang 

di wilayah kerjanya. 

b. Bimbingan  teknis  dan  supervisi  penggunaan  fitur  perekaman  billing  pada  aplikasi 

SIMAN modul WASDAL meliputi namun tidak terbatas pada: 

1)   Perekaman Surat Keputusan/Persetujuan pengelolaan BMN; 

2)   Perekaman Tindak Lanjut Surat Keputusan/Persetujuan pengelolaan BMN; 

3)   Perekaman PNBP; 

4)   Perekaman Billing. 

c. Manual  Perekaman  Billing  melalui  fitur  perekaman  billing  aplikasi  SIMAN  modul 

WASDAL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Surat Edaran ini. 

4. Guna  memastikan  penggunaan  fitur  perekaman  billing  pada  aplikasi  SIMAN  modul 

WASDAL dalam Pengelolaan BMN oleh satker secara tertib: 

a. Kepala   KPKNL/Kepala   Kanwil   DJKN/Direktur   PKN   secara   rutin   melaksanakan 

Pengawasan dan    Pengendalian    melalui    kegiatan    pemantauan    pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN.
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b. Kepala  KPKNL/Kepala  Kanwil  DJKN/Direktur  PKN  mengoptimalkan  penggunaan 

aplikasi SIMAN untuk seluruh pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada 

satker di wilayah kerjanya. 

c. Kepala KPKNL/Kepala Kanwil DJKN/Direktur PKN melakukan pemantauan terhadap 

perekaman, tindak lanjut, dan pelaporan tindak lanjut oleh satker KL atas seluruh 

Penetapan/Persetujuan/Keputusan yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIMAN. 
 
 

F.  Penutup 
 

1.  Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku maka Surat Edaran Nomor SE-02/KN/2019 tentang 

Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara oleh 

Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Direktorat  

Jenderal  Kekayaan  Negara  dan  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan Lelang 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

2.  Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

 
 

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
 

 
 

Ditetapkan di 
pada tanggal 22 Juli 2022 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

 

 
 
 
 
 
 

Ditandatangani secara elektronik 
Rionald Silaban 

 

 
 

Tembusan: 
1. Menteri Keuangan 
2. Inspektur Jenderal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LAMPIRAN 
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 
NOMOR           /KN/2022 
TENTANG 
PENGGUNAAN FITUR PEREKAMAN BILLING PADA APLIKASI 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA 

 
 
 

MANUAL PEREKAMAN BILLING 

APLIKASI SIMAN MODUL WASDAL 
 
 
 

A.  DEFINISI 
 

Perekaman billing merupakan salah satu fitur pada Aplikasi SIMAN modul Pengawasan 

dan Pengendalian yang digunakan sebagai alat bantu bagi satuan kerja (satker) 

Kementerian/Lembaga (K/L) untuk membuat dan mencetak billing penyetoran Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) 

baik yang memiliki maupun tidak memiliki Surat Keputusan/Persetujuan Pengelolaan BMN 

yang diterbitkan oleh Pengguna Barang/Pengelola Barang serta sebagai alat monitoring bagi 

Pengguna Barang/Pengelola Barang untuk mengetahui realisasi PNBP dari setiap BMN 

yang dimanfaatkan. 
 

Tujuan fitur Perekaman Billing : 

1.  Untuk memperoleh kepastian penyetoran PNBP atas Surat Keputusan/Persetujuan 

Pengelolaan BMN yang telah diterbitkan, terutama terkait persetujuan Penggunaan, 

Pemindahtanganan dan Pemanfaatan BMN. 

2.  Akuntabilitas seluruh data transaksi penyetoran PNBP atas Pengelolaan BMN. 

3.  Untuk memperoleh kesatuan database dan informasi PNBP atas Pengelolaan BMN. 

4.  Untuk mengukur potensi BMN yang dilakukan pemanfaatan. 
 

Fitur Perekaman Billing mengakomodir pembuatan dan pencetakan billing untuk jenis 

Pengelolaan BMN: 

1.  Pemanfaatan BMN : 

a)  Kerja Sama Pemanfaatan BMN 

b)  Sewa BMN 

c)  Bangun Serah Guna (BSG) dan Bangun Guna Serah (BGS) BMN 

d)  Pemanfaatan BMN Lainnya 

2.  Pemindahtanganan BMN : 

a)  Tukar Menukar BMN 

b)  Penjualan BMN                      ` 

c)  Pemindahtanganan BMN Lainnya 
 

Kode Mata Anggaran Penerimaan pada fitur perekaman billing, yaitu : 
 

No Akun Penjelasan 

I 42512 Pendapatan dari pemindahtanganan BMN 

1 425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan 

Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Tanah, 

Gedung, dan Bangunan, tidak termasuk penjualan sewa beli rumah 

negara, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di semua 

Kementerian/Lembaga (K/L). 

2 425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin 

  Digunakan untuk mencatat pendapatan dari penjualan Peralatan 

dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada di 

semua Kementerian/Lembaga (K/L). 
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3 425123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III 

 Digunakan  untuk  mencatat  pendapatan  kompensasi  sewa  beli 

rumah negara golongan III. Masuk bagian anggaran Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 033). 

4 425124 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung, dan Bangunan 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, 

Gedung, dan Bangunan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) 

ada pada semua K/L. 

5 425125 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin. 

 Digunakan   untuk   mencatat   pendapatan   dari   Tukar   Menukar 

 Peralatan dan Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) 

ada pada semua K/L. 

6 425126 Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, 

Irigasi dan Jaringan, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada 

pada semua K/L. 

7 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 

 Digunakan  untuk  mencatat  pendapatan  dari  Pemindahtanganan 

BMN lainnya, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada pada 

semua K/L. 

II 42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN 

1 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Tanah, Gedung, dan 

Bangunan  termasuk  pendapatan  sewa  rumah  dinas.  merupakan 

penerimaan umum yang (bisa) ada pada semua K/L. 

2 425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan sewa Peralatan dan Mesin, 

merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada pada semua K/L. 

3 425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan 

 Digunakan  untuk  mencatat  pendapatan  sewa  Jalan,  Irigasi  dan 

Jaringan,  merupakan  penerimaan  umum  yang  (bisa)  ada  pada 

semua K/L. 

4 425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, 

dan  Bangunan,  merupakan  penerimaan  umum  yang  (bisa)  ada 

pada semua K/L. 

5 425135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin 

 Digunakan  untuk  mencatat  pendapatan  dari  KSP  Peralatan  dan 

Mesin, merupakan penerimaan umum yang (bisa) ada pada semua 

K/L. 

6 425136 Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan 

Jaringan,  merupakan  penerimaan  umum  yang  (bisa)  ada  pada 

semua K/L. 

7 425137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS) 

 Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang 

milik  negara/daerah  berupa  tanah  oleh  pihak  lain  dengan  cara 

 mendirikan    bangunan    dan/atau    sarana    berikut    fasilitasnya, 

 kemudian  didayagunakan  oleh  pihak  lain  tersebut  dalam  jangka 

waktu tertentu 
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  yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah 

beserta  bangunan  dan/atau  sarana  berikut  fasilitasnya  setelah 

berakhirnya jangka waktu. 

8 425138 Pendapatan dari Bangun, Serah, dan Guna (BSG) 

  Digunakan untuk mencatat pendapatan atas pemanfaatan barang 

milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 

mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan 

setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan 

oleh   pihak   lain   tersebut   dalam   jangka   waktu   tertentu   yang 

disepakati. 

8 425139 Pendapatan Pemanfaatan BMN lainnya 

  Digunakan  untuk  mencatat  pendapatan  dari  pemanfaatan  BMN 

lainnya,  merupakan  penerimaan  umum  yang  (bisa)  ada  pada 

semua K/L 

 

B.  TATA CARA PEREKAMAN BILLING 
 

I.  PEREKAMAN SURAT KEPUTUSAN/PERSETUJUAN 
 

Sebelum melakukan perekaman billing, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan 

perekaman Surat Keputusan/Persetujuan terlebih dahulu jika PNBP yang akan disetorkan 

memiliki Surat Keputusan/Persetujuan atas Pengelolaan BMN. Untuk perekaman billing 

penyetoran PNBP tanpa Surat Keputusan/Persetujuan Pengelolaan BMN, dapat langsung 

melakukan perekaman billing. Adapun cara perekaman Surat Keputusan/Persetujuan, yaitu: 

 
1 Klik    Menu    Perekaman    SK,    kemudian    Pilih    salah    satu    jenis    Surat 

Keputusan/Persetujuan sesuai dengan SK yang akan direkam, contoh: Sewa. 

Kemudian klik Tambah SK Baru, maka akan tampil form Perekaman SK. 
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Lengkapi form Surat Keputusan/Persetujuan, kemudian klik Simpan. Setelah 

penyimpanan berhasil, upload dokumen Surat Keputusan/Persetujuan dengan klik 

tombol Pilih File kemudian klik tombol Upload. 

 

 
 

 

3 
 

Tambahkan aset ke dalam Daftar Aset dengan mengklik tombol Tambah. 

 

 
 

 

II.    PEREKAMAN BILLING 
 

Melalui fitur Perekaman Billing dapat dilakukan pembuatan dan pencetakan kode billing atas 

penyetoran PNBP baik yang memiliki Surat Keputusan/Persetujuan pengelolaan BMN 

maupun tidak. Adapun cara melakukan perekaman billing yaitu: 

 
1  Pilih fitur perekaman billing, kemudian pilih salah satu jenis perekaman billing, contoh: 

Sewa. Kemudian klik Tambah untuk membuat perekaman billing baru. 
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Pada form perekaman billing, pilih checkbox Ada untuk penyetoran PNBP yang memiliki 

Surat Keputusan/Persetujuan Pengelolaan BMN atau checkbox Tidak untuk 

penyetoran PNBP yang tidak memiliki Surat Keputusan/Persetujuan Pengelolaan BMN, 

kemudian lengkapi form perekaman billing. 

 

 
 

                Pilih Surat Keputusan/Persetujuan Pengelolaan BMN dengan klik tombol Cari SK 

                Pilih Akun Mata Anggaran Penerimaan dengan klik cari kode akun 

                Isi total PNBP, kemudian klik tombol Simpan. 

 

3 
 

Setelah form perekaman billing tersimpan, klik Tambah BMN untuk menambahkan 

daftar BMN. 

 

 
 

 

4 
 

Ubah nilai PNBP per aset dengan cara klik Hitung PNBP. Untuk menentukan PNBP 

per aset, dapat dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Secara manual, 

Nilai PNBP harus sama dengan Total PNBP yang sudah input, jika tidak sistem akan 

menolak nilai PNBP. Sedangkan secara otomatis, maka sistem akan otomatis 

menghitung PNBP per aset dengan pembagian secara proporsional berdasarkan nilai 

persetujuan. 

a.  Cara menghitung PNBP secara manual 
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                  Klik Hitung PNBP untuk menampilkan form hitung PNBP 

                 Ubah nilai PNBP pada kolom NILAI PNBP 

                 Klik tombol SIMPAN untuk menyimpan hasil perhitungan 
 

b. Cara menghitung PNBP secara Otomatis 

 

 
 

         Klik Hitung PNBP untuk menampilkan form hitung PNBP 

         Klik Hitung Otomatis 

         Klik Simpan untuk menyimpan hasil perhitungan 

5 Kemudian setelah nilai PNBP per BMN sudah dihitung, klik Ambil Kode Billing untuk 

memperoleh Kode billing dan mencetak Bukti Pembuatan Tagihan. 

 

         Lengkapi informasi penyetor yang terdiri dari Nama, NIP dan NPWP. 



10 
 
 

 

6 
 

Bila Kode Billing berhasil dibuat, maka akan tampil Form Bukti Pembuatan Tagihan 

seperti berikut. 

 
 

 
 

 


